
SASARAN 5.1.2

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel  dan berdaya saing Meningkatntya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Indeks Reformasi Birokrasi
1. Rasio Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SASARAN 1.1.2 SASARAN 4.1.2 SASARAN 5.1.1

TUJUAN. 1 TUJUAN. 4.1 TUJUAN. 5.1 

Terwujudnya pemerintahan yang efisien, adil dan berkinerja tinggi
Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya

Meningkatnya resilensi daerah terhadap bencana dan perubahan ikim

POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 - 2029

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Misi 1 Misi 4: Misi 5

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Kehidupan Masyrakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif Mewujudkan  Pesisir Selatan  Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

                                                          

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAAN RUANG

CROSCUTTING BAPPERIDA CROSCUTTING BAPPERIDA CROSCUTTING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH 
(ORGANISASI)

INSPEKTORAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BPKPAD DINAS  SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK

Persentase Penurunan Emisi  Gas Rumah Kaca (Tahunan)Nilai Akuntabilitas Kinerja  Dinas Perkimtan LH
Nilai Kematangan Inovasi 

Perkimtan LH
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan BPKPAD Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan DINAS KESEHATAN

SASARAN PERKIMTANLH

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntbael 
dan Berkinerja

Meningkatnya Kematangan  
Inovasi  Dinas Perkimtan  

Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah

SEMUA OPD UNTUK FASILITASI 
PENGADAAN TANAH Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang  Berkualitas

TUJUAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi  untuk Menciptakan Permukiman  yang Layak Huni dan Lingkungan Hidup yang 
Berkelanjutan

Rasio Permukiman Layak Huni
Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH)

SASARAN PERKIMTANLH SASARAN  
PERKIMTANLH

SASARAN  PERKIMTANLH SASARAN PERKIMTANLH

CROSCUTTING

Indeks Pelayanan Publik Indeks Kualitas Udara
Indeks Inovasi Daerah Indeks Kinerja Pengelolaaan Sampah

Nilai SAKIP Tingkat Kemiskinan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel  dan berdaya saing Meningkatntya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Persentase MHA yang 
diterbitkan kapasitasnya

Persentase penyuluh 
lingkungan hidup 
yang ditingkatkan 

kompetensinya

Persentase partisipasi 
masyarakat dalam 
perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 
hidup

Persentase 
Penyelesaian 

sengketa/kasus 
tindak pidana 

lingkungan Hidup

2. Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dokumen 

Perencanaan, 
Pengendalian dan 

Evaluasi 

3. Persentase Kinerja 
Bidang yang tercapai

Persentase Pemantauan 
Media Ingkungan Hidup

Persentase RTH
Persentase Limbah 
B3 yang terkelola

Persentase 
Pengelolaan Sampah 

di Wilayah Kabupaten 
Pesisir Selatan

Persentase 
rekomendasi kajian 
lingkungan hidup 

yang ditindaklanjuti

Ketaatan Penanggung 
Jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH

Persentase Luas 
Lokasi Konsolidasi 

Tanah

1.'Persentase Waraga 
Negara Korban 
Bencana yang 

Memperolah Rumah 
Layak Huni

2. Persentase Warga 
Negara Yang Terkena 

Relokasi Akibat 
Program Kabupaten 
Yang Memperoleh 

Fasilitasi Penyediaan 
Rumah Yang Layak 

Huni

Persentase Luas 
Kawasan Kumuh  
dibawah 10 Ha 
Yang ditangani

Cakupan 
Ketersediaan 
Rumah Tidak 

Layak Huni

persentase Permukiman 
yang sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, sarana, dan 
Utilitas Umum)

Persentase Sertifikasi 
dan registrasi bagi orang 
atau badan hukum yang 

melaksanakan 
perancangan dan 

perencanaan rumah 
serta perencanaan  

Prasarana, sarana dan 
utilitas umum PSU

Meningkatnya 
penyelesaian 

sengketa/kasus 
tindak pidana 

lingkungan hidup

1. Persentase 
Kelengkapan 

Pelaporan Dokumen 
Perencanaan, 

Pengendalian dan 
Evaluasi

Jumlah Dokumen 
Data Sektoral yang 

dikelola

Jumlah Pelatihan Kantor 
Sendiri

Persentase pemanfaatan 
tanah dengan yang sesuai 

peruntukkan tanahnya 
diatas izin lokasi 

dibandingkan dengan luas 
izin lokasi yang diterbitkan

Persentase 
terselesaikannya 

kasus tanah garapan 
Belum Bersetifikat 

yang Dilakukan 
melalui Mediasi

Persentase 
Penyelesaian Ganti 

Kerugian dan 
Santunan tanah untuk 

Pembangunan

Tersedianya tanah 
Obyek Landreform 

(TOL) yang Siap  
Diredistribusikan yang 

berasal dari Tanah 
kelebiahan maksimum 

dan Tanah Absentee

Persentase tanah 
Ulayat yang 
ditetapkan

Persentase tanah 
Kosong yang di Kelola

Meningkatnya tata 
kelola persampahan

Meningkatnya 
efektifitas kajian 

lingkungan untuk 
memitigasi dampak 

KRP

Meningkatnya 
kepatuhan usaha 

dan/atau kegiatan 
terhadap persetujuan 

lingkungan yang 
diterbitkan

Meningkatnya kapasitas 
MHA dan Kearifan lokal, 
pengetahuan tradisional 

dan hak MHA yang 
terkait dengan PPLH

Meningkatnya 
kapasitas SDM bidang 

lingkungan hidup

Meningkatnya kinerja 
pemangku kepentingan 

dalam perlindungan 
dan pengelolaan 

lingkungan hidup

Meningkatnya 
Kualitas Kawasan 

Permukiman 
Kumuh diluar  

Kawasan 
Permukiman 

Kumuh dengan 
Luas dibawah 10 

(sepuluh)ha

Meningkatnya Penyediaan 
PSU pemukiman

Meningkatnya sertifikasi 
dan registrasi bagi orang 
atau badan hukum yang 

melaksanakan 
perancangan dan 

perencanaan rumah 
serta perencanaan 

Prasarana, Sarana dan 
utilitas umum PSU 

tingkat kemampuan 
menengah

Menurunnya 
Pencemaran dan/atau 
kerusakan Lingkungan 

Hidup

Meningkatnya 
Kualitas Pengelolaan 

Keanekaragaman 
hayati

Meningkatnya 
penanganan Bahan 

Berbahaya dan 
Beracun (B3) Limbah 
Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah B3)

Meningkatnya Akses 
masyarakat terhadap 
tanah Objek Reforma 

Agraria (TORA)

Meningkatnya Tata 
Kelola tanah Ulayat

Meningkatnya 
Pengelolaan tanah 

Kosong

Meningkatnya 
Tertib Pertanahan 

dan Kepastian 
hukum bagi 

pemegang Hak Atas 
Tanah

Terpenuhinya rumah 
layak huni bagai 

warga negara korban 
bencana dan terkena 

relokasi akibat 
program pemerintah

Meningkatnya 
Kualitas Kawasan 

Permukiman

SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya 
Kualitas Data Kinerja 

Meningkatnya SDM 
Penyelesaian Izin Lokasi

Meningkatnya 
Penyelesaian sengketa 

tanah garapan

Meningkatnya 
Penyelesaian ganti 

Kerugian dan 
Santunan Tanah 

untuk Pembangunan

SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM
SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM

SASARAN 
PROGRAM

SASARAN 
PROGRAM

SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM

Jumlah Pengaduan 
masyarakat yang 

ditangani

Jumlah sampah yang 
dikelola

Jumlah Dokumen 
Perlindungan dan 
Pengelolaan KLHS 

yang dihasilkan

Jumlah Pembinaan dan 
pengawasan yang 

dilaksanakan

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA 
Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional 
dan Hak Kearifan Lokal 

atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak 
MHA Terkait dengan 

PPLH

Jumlah 
Pendampingan 

Pembinaan Gerakan 
Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Hidup 
yang Dilaksanakan

Jumlah 
Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia 
Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi 
yang Dinilai Kinerjanya 

dalam rangka PPLH

Jumlah Rumah 
layak huni yang 

dibangun

Persentase satuan 
perumahan yangsudah 

dilengkapi PSU

Jumlah Pengembangan 
yang teregistrasi dan 
jumlah pengembang 

yang tersetifikasi

jumlah media yang di 
uji

jumlah RTH yang 
dikelola

Rincian Teknis 
Limbah B3

Jumlah Lokasi 
Penetapan Subjek dan 

Objek Redistribusi 
Tanah serta Ganti 
Kerugian Tanah 

Kelebihan maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi survey 
dan pemetaan batas 
tanah ualayat dalam 

kabupaten

Jumlah Laporan 
Koordinasi dalam 

rangka Penyelesaian 
Tanah Kosong

jumlah laporan 
koordinasi 

perencanaan 
penggunaan tanah

Tersedianya data 
penyediaan dan 

rehabilitasi Rumah 
Korban bencana atau 

relokasi

terkelolanya izin 
pembangunan dan 

pengembangan 
kawasan 

permukiman

Terlaksananya 
Pengakuan MHA, 
Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional 
dan Hak MHA yang 

terkait dengan PPLH

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pelatihan 
dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 
untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 
tingkat daerah 

Kabupaten/kota

Terlaksananya 
Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 
Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia 
Pendidikan/Filantropi 
dalam Perlindungan 

dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Penyelesaian 
pengaduan 

masayakat dibidang 
LH

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 

disusun

Ketersediaan 
Kelengkapan data 

sektoral

Jumlah pegawai Dinas 
Perkimtan LH  yang 

mengikuti Pelatihan Kantor 
Sendiri

Jumlah Izin Lokasi Yang dikelola jumlah sengketa 
konflik dan perkara

jumlah keputusan 
tentang penetapan 
penerima santunan 

tanah

terkendalinya 
pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 
hidup

Meningkatnya 
keanekaragan hayati

Terkendalinya  
Limbah B3

Terekelolanya Sampah

Rencana Perlndungan 
dan Pengelolaan LH 

dan Penyelenggaraan 
KLHS

Terlaksananya 
Pembinaan dan 

Pengawasan terhadap 
usaha dan atau kegiatan 

yang izinnya 
dikeluarkan pemerintah

meningkatnya 
penatagunaan 

tanah 

adanya data 
penyediaan dan 

rehabilitasi Rumah 
Korban bencana atau 

relokasi

Meningkatnya 
pengelolaan izin 

pembangunan dan 
pengembangan 

kawasan 
permukiman

Meningkatnya 
rumah layak huni

Meningkatnya perumahan 
yang sudah dilengkapi PSU

Meningkatnya 
Pengembangan yang 

teregistrasi dan  
pengembang yang 

tersetifikasi

SASARAN 
KEGIATAN

Meningkatnya 
Kualitas Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan dan 

Anggaran

Meningkatnya 
Kualitas Dokumen 

Data Sektoral

Meningkatnya Kinerja 
Pegawai Dinas Perkimtan 

LH
Terlaksananya Izin Lokasi

Terinventarisasi dan 
terlaksananya mediasi 
penyelesaian sangketa 

dan konflik tanah 
garapan

Meningkatnya 
penyelesaian ganti 

kerugian dan 
santunan tanah untuk 

pembangunan

Ditetapkannya  Subjek 
dan Objek Redistribusi 

Tanah serta Ganti 
Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Ditetapkannya Tanah 
Ulayat

Terselesaikannya 
masalah tanah kosong

SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
SASARAN 

KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

SASARAN 
KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
SASARAN 

KEGIATAN
SASARAN 

KEGIATAN
SASARAN 

KEGIATAN
SASARAN 

KEGIATAN
SASARAN 

KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN SUBKEGIATAN
SASARAN 

SUBKEGIATAN
SASARAN 

SUBKEGIATAN
SASARAN 

SUBKEGIATAN
SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN

SASARAN 
SUBKEGIATAN



 Pengelolaan 
Pengaduan 

permasalahan 
Pencemaran dan 

Perusakan 
Lingkungan Hidup 

tingkat 
Kabupaten/Kota

Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 

Pengelolaan 
Persampahan di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota

Peninjauan kembali 
terhadap RPPLH 
kabupaten/kota

Pengembangan 
Kapasitas Pejabat 

Pengawas Lingkungan 
Hidup

Peningkatan 
Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Bidang 

lingkungan hidup 
untuk Lembaga 

pendidikan 
formal/lembaga 

masyarakat/komunita
s/kelompok 
masyarakat

Penatausahaan 
Serah Terima 

Rumah Baru Layak 
Huni bagi 

Masyarakat untuk 
Pencegahan 

terhadap Tumbuh 
dan 

Berkembangnya 
Permukiman 

Kumuh di luar 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh

Sosialisasi standar, 
prosedur, dan kriteria serah 

terima PSU

Pelaksanaan 
inventarisasi GRK dan 

penyusunan profil  
emisi GRK

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)

Pengadaan sarana 
dan prasarana 
penyimpanan 

sementara limbah B3 
di kabupaten/kota

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penataan 

Akses dalam 
Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah 
dalam 1 (satu) 

Kabupaten/Kota

Penetapan Tanah 
Ulayat dalam 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

yang Berlaku

Pemanfaatan Tanah 
Kosong

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota

Pendataan Rumah 
Sewa Milik 

Masyarakat, Rumah 
Susun dan Rumah 

Khusus

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengembangan 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

melalui Kelompok 
Kerja dan/atau 

Forum

Pemberdayaan,kemitraa
n, Pendampingan dan 

Penguatan Kelembagaan 
MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisonal 
dan hak MHA terkait 

dengan PPLH

Penumbuhan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Peningkatan 

Kualitas Lingkungan 
Hidup dan Kawasan 

Pemukiman yang 
Sehat

Penyelesaian 
sengketa lingkungan 
hidup yang ditangani 

yang menjadi 
kewenangan 

kabupaten/kota

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Disiplin Pegawai 

Koordinasi Teknis 
Pengadaan Tanah di 

Wilayah Kabupaten/Kota

 Inventarisasi Kasus 
Pertanahan dalam 1 

(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

 Penetapan Daftar 
Masyarakat Penerima 

Santunan Tanah 
dalam 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 
Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca, Mitigasi 
dan Adaptasi 

Perubahan Iklim

Pengelolaan Kebun 
Raya

Pengadaan sarana 
dan prasarana 
penyimpanan 

sementara limbah B3 
di kabupaten/kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyediaan Prasarana 
dan Sarana 

Pengelolaan 
Persampahan

Penetapan RPPLH 
Kabupaten/Kota

 Pembentukan Pejabat 
Pengawas Lingkungan 

Hidup

Koordinasi 
Pemetaan Zona 

Nilai Tanah 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Pendataan Tingkat 
Kerusakan Rumah 

Akibat Bencana

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyelenggaraan 
Kawasan 

Permukiman

Pembangunan 
Rumah Baru Layak 

Huni dalam 
Rangka 

pencegahan 
terhadap Kumuh 

dan 
berkembangnya 

Perumahan 
Kumuh dan 

Permukiman 
Kumuh Baru

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan

Penyelesaian kasus 
tindak pidana 

lingkungan hidup (P-
21) yang merupakan 

kewenangan 
kabupaten/kota

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan 
Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD 

Pemberitahuan, Pendataan 
Awal Lokasi, Konsultasi 

Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 

untukKepentingan Umum di 
tingkat kabupaten/kota

Mediasi Penyelesaian 
Kasus Pertanahan 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah 
untuk Pembangunan 

oleh Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/Kota

 Koordinasi 
Penyelenggaraan 

Redistribusi Tanah 
Objek Reforma Agraria 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengakuan dan 
Pengukuhan 

Masyarakat Hukum 
Adat dalam 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan 
Inventarisasi Tanah 

Kosong

Peningkatan Peran 
Serta Masyarakat 

dalam Pengelolaan 
Persampahan

Pengendalian 
Pelaksanaan RPPLH 

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan 
Ketentuan dan 
Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau 
Izin PPLH

Koordinasi , Sinkronisasi 
, Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA 
Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional 
dan Hak Kearifan Lokal 

atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak 
MHA terkait dengan 

PPLH

Kegiatan 
Pendampingan 
Gerakan Peduli 

Lingkungan

Penilaian Kinerja 
Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia 
Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi 
dalam Perlindungan 

dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

 Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 
untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 

dan 
Berkembangnya 

Permukiman 
Kumuh di Luar 

Kawasan 
Permukiman 

Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Perencanaan Penyediaan 
PSU Perumahan

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penerbitan 
Sertifikasi dan Registrasi 
Pengembang Perumahan 
dengan Kualifikasi Kecil

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 
Pencemaran 

Lingkungan Hidup di 
Laksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, Udara 
dan Laut

Penyusunan dan 
Penetapan Rencana 

Pengelolaan 
Keanekaragaman 

Hayati

 Pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
penyimpanan 

sementara limbah B3 
di kabupaten/kota

Inventarisasi dan 
Rekomendasi Objek 
Redistribusi Tanah

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Survei 
dan Pemetaan Batas 

Tanah Ulayat dalam 1 
(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyelesaian Tanah 
Kosong di dalam 1 

(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 

Penggunaan Tanah

Pengumpulan Data 
Rumah Korban 

Bencana Kejadian 
Sebelumnya yang 
Belum Tertangani

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Komitmen 

Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 

Pengembangan 
Kawasan 

Permukiman 
Terintegrasi Secara 

Elektronik

 Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
Perencanaan 

Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Koordinasi Teknis 
Pengadaan Tanah di 

Wilayah Kabupaten/Kota

Penyelesaian sengketa 
Subyek Hak Potensi 

TORA di 
Kabupaten/Kota

Penetapan Daftar 
Masyarakat Penerima 

Santunan Tanah 
dalam 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman 
Keanekaragaman 

Hayati Lainnya

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah 
B3 dengan 

Pemerintah Provinsi 
dalam rangka 
Pengangkutan, 
Pemanfaatan, 

Pengolahan, dan/atau 
Penimbunan

 Pelaksanaan 
pemantauan, 

pembinaan, verifikasi 
dan pengawasan atas 
penerapan Rencana, 

Kebijakan dan Teknis 
pengelolaan Sampah 

kabupaten/kota

Pemantauan dan 
Evaluasi RPPLH 

Kabupaten/Kota yang 
telah ditetapkan

 Layanan Sarana 
Prasarana Penegakan 

Hukum Bidang 
Lingkungan Hidup

Pembentukan dan 
Peningkatan 

Kapasitas PPNS 
Daerah bidang 

Lingkungan Hidup

Inventarisasi 
dalam rangka 

Penataan Lokasi 
Pelaku Usaha UMK

Identifikasi 
Perumahan di Lokasi 

Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota

 Pelaksanaan 
Pembagian Rumah 

bagi Masyarakat 
untuk Peningkatan 

Kualitas 
Permukiman 

Kumuh dengan 
luasan di bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Penyadaran Publik 
Pencegahan 

Tumbuh dan 
Berkembangnya 

Permukiman 
Kumuh

Verifikasi dan Penyerahan 
PSU Perumahan dari 

Pengembang

Pengoperasian dan 
pemeliharaan alat 
pemantau kualitas 

lingkungan di 
kabupaten/kota

Pengembangan 
Kapasitas SDM 

bidang Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan 

Hidup

Penyediaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Pemberitahuan, Pendataan 
Awal Lokasi, Konsultasi 

Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 

untukKepentingan Umum di 
tingkat kabupaten/kota

Penyelesaian  
Santunan Tanah 

untuk Pembangunan 
oleh Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/Kota

Koordinasi 
Pembentukan dan 

Pelaksanaan Fungsi 
Gugus Tugas Reforma 

Agraria Tingkat 
Kabupaten/Kota.

 Fasilitasi dan Mediasi 
Penyelesaian sengketa 

tanah ulayat 
Masyarakat Hukum 
Adat dalam 1(satu) 

daerah 
kabupaten/kota

Pelaksanaan sosialisasi, 
pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan

Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana 

Keanekaragaman 
Hayati

 Pembinaan dan 
pemantauan 

pelaksanaan rincian 
teknis penyimpanan 
sementara limbah B3

 Pengoperasian dan 
Pemeliharaan sarana 
penanganan sampah

Penyusunan RPPLH 
Kabupaten/Kota

Pengawasan Perizinan 
Berusaha atau 

Persetujuan Pemerintah 
terkait Persetujuan 

Lingkungan yang 
diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Perundang-
undangan di bidang 

Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Koordinasi dalam 
rangka Penegasan 

Status Tanah 
Timbul

Pendataan dan 
Verifikasi Calon 

Penerima Rumah 
bagi Masyarakat yang 

Terkena Relokasi 
Program 

Kabupaten/Kota

Penatausahaan 
Serah Terima 

Rumah Baru Layak 
Huni bagi 

Masyarakat di 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh dengan 

Luas dibawah 10 
(Sepuluh) Ha

Pengawasan dan 
Pengendalian 
dalam Rangka 

pencegahan 
terhadap Kumuh 

dan 
berkembangnya 

Perumahan 
Kumuh dan 

Permukiman 
Kumuh Baru

Kerja Sama 
Penyediaan/Pengelolaan 

PSU Perumahan

Penerapan sanksi 
administrasi yang 

menjadi 
kewenangan 

kabupaten/kota

 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Koordinasi Teknis 
Pengadaan Tanah di 

Wilayah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah 
untuk Pembangunan 

oleh Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dalam 
rangka Penataan Aset 

Reforma Agraria

Inventarisasi sengketa 
tanah ulayat 

Masyarakat Hukum 
Adat dalam 1(satu) 

daerah 
kabupaten/kota.

Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 

Lingkungan Hidup 
terhadap Media Tanah, 

Air, Udara dan Laut

Pengembangan 
Kapasitas 

Kelembagaan dan 
SDM dalam 
Pengelolaan 

Keanekaragaman 
Hayati

Fasilitasi Pemenuhan   
Rincian Teknis 
Penyimpanan 

sementara Limbah B3  
untuk di integrasikan 
dengan persetujuan 
lingkungan  melalui 

Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik (Online 
Single Submission)

Penyusunan Rencana, 
Kebijakan dan Strategi 

Daerah Pengelolaan 
Sampah 

kabupaten/kota

Penyusunan dokumen 
rencana tematik 
berbasis arahan 

RPPLH

Pengawasan Perizinan 
Berusaha atau 

Persetujuan Pemerintah 
terkait Persetujuan 

Lingkungan yang 
diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Perundang-
undangan di bidang 

Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Koordinasi dan 
sinkronisasi 

kegiatan 
Penyelenggaraan 

Konsolidasi Tanah 
yang menjadi 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Identifikasi 
Perumahan di Lokasi 

yang Berpotensi 
Terkena Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota

Penyusunan/Revie
w/Legalisasi 

Kebijakan Bidang 
PKP

Pelaksanaan 
Pembagian Rumah 

Baru Layak Huni 
bagi Masyarakat 

untuk Pencegahan 
terhadap Tumbuh 

dan 
Berkembangnya 

Permukiman 
Kumuh di luar 

Kawasan 
Permukiman 

Kumuh

Operasional dan 
Pemeliharaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan

Penyediaan 
Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Pemberitahuan, Pendataan 
Awal Lokasi, Konsultasi 

Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 

untukKepentingan Umum di 
tingkat kabupaten/kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah 
untuk Pembangunan 

oleh Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/Kota

Koordinasi Pengusulan 
TORA dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

 Penyusunan tata cara 
pengembalian status 

tanah ulayat atau 
tanah Masyarakat 

Hukum Adat apabila 
jangka waktu hak 

guna usaha atau hak 
guna bangunan telah 

berakhir

Koordinasi Pemanfaatan 
Tanah Kosong

Penanganan sampah 
melalui pengoperasian  

 Penyelenggaraan 
KLHS untuk KRP yang 

Peningkatan 
Kesadaran 

Keluarga dalam 
Mewujudkan 

Rumah Sehat dan 
Layak Huni Serta 

Penyediaan sarana dan 
Penilaian dan 

Evaluasi terhadap 

Fasilitasi Pemenuhan 
Persetujuan Teknis 

yang terintegrasi 
dengan Persetujuan 

Pengadaan sarana 
dan prasarana 

pengumpulan limbah 
B3 di kabupaten/kota

Penanganan sampah 
melalui pengangkutan

Penyelenggaraan 
KLHS Rencana Tata 

Ruang

Analisis denda terhadap 
penanggung jawab 

usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak 

mentaati persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan oleh 

Pemerintah kabupaten/ 
kota dan peraturan 

perundangan di bidang 
lingkungan hidup

Inventarisasi dan 

Koordinasi 
Penyelesaian 
Pelaksanaan 

 Identifikasi bidang 
tanah yang akan Koordinasi untuk 

Pembentukan dan 
Pelatihan Tim Satgas, 
Tim Pendamping dan 

Fasilitator

Survei dan 
Penetapan Lokasi 
Perumahan dan 

Permukiman 
Kumuh

Penyediaan Tenaga Listrik 
untuk Masyarakat

Pengambilan contoh uji 
dan pengujian 

parameter kualitas 
lingkungan

Penilaian dan 
Evaluasi terhadap 

Pengelolaan 
Keanekaragaman 

Hayati tingkat 
Kabupaten/Kota

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 

Peraturan Perundang-
undangan 

 Penyelesaian 
santunan  tanah 

musnah pada 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 

oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Koordinasi Penetapan 
Ganti Kerugian Tanah 
Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

 Penyusunan 
peraturan atau 

petunjuk teknis terkait 
pelepasan hak

 Koordinasi 
Perencanaan 

Penggunaan dan 
Pemanfaatan 
Tanah Pasca 
Reklamasi

Penyusunan dokumen 
status lingkungan hidup 

daerah

Promosi 
Keanekaragaman 
Hayati termasuk 
Tumbuhan dan 
Hewan Endemik 

Papua

Pembinaan 
pengumpulan dan 

penyimpanan 
sementara limbah B3 

di kabupaten/kota

Pelaksanaan 
pemantauan, 

pembinaan, verifikasi 
dan pengawasan atas 
penerapan Rencana, 

Kebijakan dan Teknis 
pengelolaan Sampah 

kabupaten/kota

Pemantauan dan 
Evaluasi KLHS

 Analisis denda 
terhadap penanggung 
jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang tidak 
mentaati persetujuan 

lingkungan yang 
diterbitkan oleh 

Pemerintah kabupaten/ 
kota dan peraturan 

perundangan di bidang 
lingkungan hidup

Penetapan Hak-Hak 
Masyarakat Hukum 

Adat atas bidang tanah 
adat/Ulayat

 Perencanaan 
penggunaan tanah 

Land-Use Planning) 
tindak lanjut 

rencana tata ruang 
di Kabupaten/Kota

Sosialisasi Standar 
Teknis Penyediaan 

dan Rehabilitasi 
Rumah kepada 

Masyarakat/Sukarela
wan Tanggap 

Bencana

 Penatausahaan 
Serah Terima 
Rumah bagi 
Masyarakat 
Terdampak 

Program 
Pemugaran/Perem
ajaan/Pemukiman 
Kembali Kawasan 

Permukiman 
Kumuh

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 

di Perumahan

Pengelolaan Taman 
Keanekaragaman 

Hayati di Luar 
Kawasan Hutan

Pemeliharaan sarana 
dan prasarana 

pengumpulan limbah 
B3 di kabupaten/kota

Pengoperasian dan 
Pemeliharaan sarana 
penanganan sampah

Pembuatan dan 
Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD

 Analisis denda 
terhadap penanggung 
jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang tidak 
mentaati persetujuan 

lingkungan yang 
diterbitkan oleh 

Pemerintah kabupaten/ 
kota dan peraturan 

perundangan di bidang 
lingkungan hidup

 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Koordinasi Teknis 
Pengadaan Tanah

Penyelesaian 
santunan  tanah 

musnah pada 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 

oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Inventarisasi Tanah 
Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

Perencanaan 
penggunaan tanah 

Land-Use Planning) 
tindak lanjut 

rencana tata ruang 
di Kabupaten/Kota

Pendataan dan 
Verifikasi Calon 

Penerima Rumah 
bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

Pembentukan/Pem
binaan Kelompok 

Swadaya 
Masyarakat di 
Permukiman 

Kumuh

 Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 

Rangka 
pencegahan 

terhadap Kumuh 
dan 

berkembangnya 
Perumahan 
Kumuh dan 

Permukiman 
Kumuh Baru

Perbaikan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 

di Perumahan

Pelaksanaan upaya 
mitigasi perubahan 

iklim tingkat 
kabupaten/kota

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Koordinasi Teknis 
Pengadaan Tanah

Penyelesaian masalah 
Ganti Kerugian Tanah 
untuk Pembangunan 

oleh Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/Kota

Inventarisasi Subjek 
Redistribusi Tanah

Penetapan Hak-Hak 
Masyarakat Hukum 

Adat atas bidang tanah 
adat/Ulayat

Penyusunan Neraca 
SDA-LH 

Kabupaten/Kota

Pengurangan sampah 
melalui  pembatasan 

timbulan sampah

Kerjasama dengan 

Pengelolaan 
Laboratorium 

Lingkungan Hidup 
kabupaten/kota

Penanganan sampah 
melalui pemilahan dan 
pengolahan sampah di 
instalasi pengolahan 
sampah TPS3R, PDU, 

TPST, TPS, SPA, 
PSEL/PLTSa, RDF, 

pusat pengomposan, 
biodigester, Bank 

Sampah dan fasilitas 
lainnya sesuai dengan 

peraturan 
perundangan

Analisis biaya jasa 
lingkungan dari 

eksploitasi sumber 
daya alam

Pengadaan 
Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Koordinasi Penetapan 
Redistribusi Tanah 

Objek Reforma Agraria 
di tingkat 

Kabupaten/Kota

Koordinasi penyiapan 
usulan sertipikasi 
Tanah Wakaf atau 

tempat peribadatan 
yang digunakan untuk 
pembangunan sosial, 

pendidikan, 
kesehatan, dan 

keagamaan

Sosialisasi 
Pengembangan 

Perumahan Baru dan 
Mekanisme Akses 

Pembiayaan 
Perumahan

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengendalian 
Penyelenggaraan 

Pemugaran/Perem
ajaan Permukiman 

Kumuh

Promosi 
Keanekaragaman 
Hayati termasuk 
Tumbuhan dan 
Hewan Endemik 

Papua

Pembinaan dan 
pemantauan 
pelaksanaan 

pengumpulan limbah 
B3

Penanganan sampah 
melalui pengumpulan 

sampah

Analisis biaya jasa 
lingkungan dari 

eksploitasi sumber 
daya alam

Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

Koordinasi Penetapan 
Redistribusi Tanah 

Objek Reforma Agraria 
di tingkat 

Kabupaten/Kota

Pemberian tanda bukti 
kepemilikan tanah 

atau sertifikat hak atas 
tanah atas nama 

Masyarakat Hukum 
Adat

Rembug Warga 
untuk Menentukan 

Calon Penerima 
Rumah bagi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota

Kerja Sama 
Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

Beserta PSU

melalui pengoperasian  
dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana  
penanganan sampah

KLHS untuk KRP yang 
Berpotensi 

Menimbulkan 
Dampak/Resiko 

Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Koordinasi 
Penyelesaian 
Pelaksanaan 

Penetapan Bentuk, 
Jumlah dan Cara 
Pemberian Ganti 

Kerugian kepada bekas 
pemilik Tanah 

Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota

Penyusunan 
Kerjasama 

pemanfaatan tanah 
Masyarakat Hukum 

Adat

Rembug Warga 
untuk Menentukan 

Calon Penerima 
Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota

Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

 Pelaksanaan upaya 
adaptasi perubahan  

iklim tingkat 
kabupaten/kota

Layak Huni Serta 
Kesadaran Hukum 

Tentang 
Kepemilikan 

Rumah

Penyediaan sarana dan 
prasarana pemantau 

kualitas lingkungan di 
kabupaten/kota

Evaluasi terhadap 
Pengelolaan 

Keanekaragaman 
Hayati tingkat 

Kabupaten/Kota

dengan Persetujuan 
Lingkungan, Surat 

Kelayakan 
Operasional, 

Perizinan Berusaha 
pengumpulan  

Limbah B3

 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Inventarisasi dan 
Rekomendasi Objek 
Redistribusi Tanah

Pelaksanaan 
Penetapan Tanah 

Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota

tanah yang akan 
dilepaskan dari 

Masyarakat Hukum 
Adat untuk diterbitkan 

Hak Milik

Koordinasi untuk 
Menyepakati 

Penerima dan Jenis 
Pelayanan

Pengadaan Mebel 

Kerjasama dengan 
Pemerintah Pusat 
menyediakan dan 

penyelesaian masalah 
yang terkait tanah-

tanah adat yang 
digunakan untuk 

keperluan umum di 
tingkat 

kabupaten/kota

Rehabilitasi Rumah 
bagi Korban Bencana

Pendataan dan 
Verifikasi 

Penyelenggaraan 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh

Penyusunan Kebijakan 
terkait dengan 

Pencegahan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkugan 
Hidup sesuai dengan 

kewenangannya

Penanganan sampah 
melalui pemrosesan  

akhir sampah di 
TPA/TPST 

kabupaten/kota atau 
TPA/TPST Regional



Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 Inventarisasi dan 
identifikasi 

pengelolaan tanah 
adat di wilayah 

provinsi

Fasilitasi Penyediaan 
Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terdampak Relokasi 
Program Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Pembangunan 
Rumah Baru Layak 

Huni untuk 
Peningkatan 

Kualitas 
Permukiman 

Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Pemberian Informasi 
Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat

Operasionalisasi  
Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan sampah 

spesifik atau pada 
kondisi khusus

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Fasilitasi dan Mediasi 
Penyelesaian masalah 

tanah adat dalam 
kawasan hutan dan 

bekas tanah hak 
dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten/kota

Fasilitasi Penyediaan 
Rumah bagi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan 
Pemukiman 

Kembali Kawasan 
Permukiman 

Kumuh

Penyusunan dan 
Pelaksanaan Sistem 

Pembayaran Jasa 
Lingkungan Hidup

 Penyediaan  Sarana 
dan Prasarana 

Pengelolaan Sampah 
Spesifik atau pada 

kondisi khusus

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Inventarisasi masalah 
tanah adat dalam 

kawasan hutan dan 
bekas tanah hak 

dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota

Operasional dan 
Pemeliharaan 

Lingkungan 
Perumahan pada 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota

Fasilitasi 
Penyediaan 
Perumahan 

Sementara bagi 
Masyarakat yang 
Terkena Program 

Peremajaan 
Permukiman 

Kumuh dengan 
Luas  di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Penyusunan dan 
Pelaksanaan Sistem 

Pembayaran Jasa 
Lingkungan Hidup

Pengurangan sampah 
melalui pemanfaatan 

kembali sampah

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

 Koordinasi dengan 
pemerintah daerah 

provinsi Terkait 
Penyediaan dana 

penyelesaian masalah 
yang terkait tanah-

tanah adat yang 
digunakan untuk 
keperluan umum

Pembangunan 
Rumah bagi Korban 

Bencana

Pelaksanaan 
Peremajaan 

Kawasan 
Permukiman 

Kumuh

Penyusunan dan 
Pelaksanaan 

Kompensasi/Imbal Jasa 
Lingkungan Hidup 

antar Daerah sesuai 
dengan kewenangannya

Penyusunan Kebijakan 
Kerja Sama 
Pengelolaan 

Persampahan

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan

 Inventarisasi 
sengketa tanah ulayat 

Masyarakat Hukum 
Adat dalam 1(satu) 

daerah 
kabupaten/kota.

Pelaksanaan 
Pembagian Rumah 

bagi Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota

 Penyusunan Kebijakan 
terkait dengan 

Penanggulangan 
dan/atau Kerusakan 

Lingkugan Hidup sesuai 
dengan kewenangannya

Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

 Fasilitasi dan Mediasi 
Penyelesaian sengketa 

tanah ulayat 
Masyarakat Hukum 
Adat dalam 1(satu) 

Penatausahaan Serah 
Terima Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penghentian Sumber 

Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

 Pemetaan dan 
Registrasi/ 

pendaftaran tanah 
adat/ulayat di 

Kabupaten/Kota

Pembangunan 
Rumah Khusus 

beserta PSU bagi 
Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota

Pengisolasian 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup

Pelaksanaan 
Penanganan Sampah 

spesifik atau pada 
kondisi khusus yang 
menjadi kewenangan 

kabupaten/kota

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Penyusunan tata cara 
pengembalian status 

tanah ulayat atau 
tanah Masyarakat 

Hukum Adat apabila 
jangka waktu hak 

guna usaha atau hak 
guna bangunan telah 

berakhir

Pembangunan 
Rumah Khusus 

beserta PSU bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan 

Penanggulangan 
Pencemaran 

Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, 
Udara, dan Laut, lahan

Pengurangan sampah 
melalui pendauran 

ulang sampah

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Inventarisasi dan 
identifikasi tanah 
adat/ulayat di di 
Kabupaten/Kota

Operasional dan 
Pemeliharaan 

Lingkungan 
Perumahan Bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

Operasional dan 
Pemeliharaan 

Kawasan 
Permukiman 

Kumuh yang Telah 
Dilakukan 

Pemugaran/Perem
ajaan/Pemukiman 

Kembali

Pengisolasian 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup

Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 

Penanganan sampah

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Pemanfaatan tanah 
adat lintas daerah 
kabupaten/kota

Pembangunan 
Rumah bagi 

Masyarakat yang 
Terdampak Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota

 Pelaksanaan 
Pemugaran 

Kawasan 
Permukiman 

Kumuh

Pengisolasian 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi  

Penanganan Sampah 
spesifik atau pada 

kondisi khusus

(Sepuluh) Ha

Koordinasi penyiapan 
usulan sertipikasi 
Tanah Wakaf atau 

tempat peribadatan 
yang digunakan untuk 
pembangunan sosial, 

pendidikan, 
kesehatan, dan 

keagamaan

Pembangunan 
Rumah Khusus

Pelaksanaan Restorasi

Kerjasama dengan 
Pemerintah Pusat 
menyediakan dan 

penyelesaian masalah 
yang terkait tanah-

Pengendalian dan 
Pengawasan 

 Pelaksanaan 
Pembersihan Unsur 

Pencemar di 

 Identifikasi bidang 
tanah yang akan 
dilepaskan dari 

Masyarakat Hukum 
Adat untuk diterbitkan 

Hak Milik

Fasilitasi Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Pemilik/Penghuni 

Rumah Susun

Koordinasi dan 
Sinkronisasi remediasi

Monitoring dan 
Evaluasi Pemenuhan 
Target dan Standar 

Pelayanan Pengelolaan 
Sampah 

Pemberian tanda bukti 
kepemilikan tanah 

atau sertifikat hak atas 
tanah atas nama 

Masyarakat Hukum 
Adat

Penatausahaan 
Pemanfaatan Rumah 

Susun Umum 
dan/atau Rumah 

Khusus

Pelaksanaan 
rehabilitasi

Pembinaan dan 
pengawasan 

pelaksanaan perizinan 
pengelolaan sampah

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya 

Penetapan Hak-Hak 
Masyarakat Hukum 

Adat atas bidang tanah 
adat/Ulayat

Penatausahaan Serah 
Terima Rumah bagi 

Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan remediasi

Fasilitasi Pemenuhan 
Ketentuan Terkait Izin 

Usaha dan Standar 
Teknis Pengelolaan 

Sampah

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya 

Penyusunan peraturan 
atau petunjuk teknis 
terkait pelepasan hak

Pelaksanaan 
Pembagian Rumah 

bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi restorasi

Penyusunan dan 
Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Pengelolaan 
Sampah

Lainnya Adat dalam 1(satu) 
daerah 

kabupaten/kota

Terkena Relokasi 
Program 

Kabupaten/Kota

Penghentian Sumber 
Pencemaran

Secara Elektronik

Fasilitasi dan Mediasi 
Penyelesaian masalah 

tanah adat dalam 
kawasan hutan dan 

bekas tanah hak 
dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten/kota

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen 

Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 

Pengembangan 
Perumahan 

Terintegrasi Secara 
Elektronik

Penyusunan Kebijakan 
terkait dengan 

Pemulihan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 

Lingkugan Hidup sesuai 
dengan kewenangannya

 Inventarisasi dan 
identifikasi 

pengelolaan tanah 
adat di wilayah 

provinsi

Penguatan dan 
Pembinaan kepada 
BLU/BUMD untuk 
Penyelenggaraan 

Rumah Sederhana

Pemanfaatan tanah 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Koordinasi dengan 
pemerintah daerah 

provinsi Terkait 
Penyediaan dana 

penyelesaian masalah 
yang terkait tanah-

tanah adat yang 
digunakan untuk 
keperluan umum

Operasional dan 
Pemeliharaan Rumah 

Khusus yang 
merupakan aset 

pemerintah 
kabupaten/kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pembersihan Unsur 
Pencemar di 

kabupaten/kota

 Inventarisasi masalah 
tanah adat dalam 

kawasan hutan dan 
bekas tanah hak 

dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota

Operasional dan 
Pemeliharaan Rumah 

Susun yang 
merupakan aset 

pemerintah 
kabupaten/kota

Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 

Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, 
Udara, dan Laut, lahan

yang terkait tanah-
tanah adat yang 

digunakan untuk 
keperluan umum di 

tingkat 
kabupaten/kota

Pengawasan 
Pelaksanaan 

Penjualan Rumah

Pencemar di 
kabupaten/kota yang 
menjadi kewenangan 

kabupaten/kota

Inventarisasi dan 
identifikasi tanah 
adat/ulayat di di 
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Kerja 
Sama Pemerintah 

Daerah dengan 
Badan Usaha 

(KPDBU) Perumahan 
Umum/Rumah Susun 

Umum

Pemanfaatan tanah 
adat lintas daerah 
kabupaten/kota

Sinkronisasi 
Pengendalian 

Pembangunan dan 
Pengembangan 

Perumahan



Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Penerbitan Sertifikat 
Kepemilikan 

Bangunan Gedung 
(SKBG) ROLI BUCHARI, ST, MT

NIP. 19750417 200501 1 013

Pemetaan dan 
Registrasi/ 

pendaftaran tanah 
adat/ulayat di 

Kabupaten/Kota

Pembangunan/Penge
mbangan/Pemelihara

an Sistem Layanan 
Informasi dan 

Komunikasi Bidang 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman

Fasilitasi Pemenuhan 
Kesesuaian Rencana 

Tapak dan Lantai 
Perumahan

Painan, 18 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup


